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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Judul 
Kajian Geografi Politik pada Wilayah Terdampak Pembangunan Jalan Tol 
Trans-Jawa di Provinsi Jawa Tengah 
1.2. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional untuk saat 
ini menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yang artinya sistem negara 
republik dengan kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan 
terpisah dari kekuasaan lain seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem 
pemerintahan presidensial ini, presiden memiliki posisi peranan yang  kuat 
dan tidak dapat dijatuhkan karna rendahnya dukungan politik. Melalui 
undang-undang dasar 1945, presiden dan wakil presiden dapat dikontrol 
apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat menjalankan 
jabatannya serta dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan mekanisme 
yang terdapat di dalam undang-undang dasar 1945. Terkait dengan sistem 
pemerintahan Indonesia saat ini, tentunya akan berkaitan erat dengan kondisi 
politik. 
Politik selalu ada kaitannya dengan penggunaan kekuasaan dalam 
pengelolaan organisasi, baik dari tingkat lokal hingga tingkat global. Dalam 
tatanan kenegaraan menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang 
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga negara 
dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Artinya, politik 
adalah salah satu satu sarana dalam mengupayakan tujuan-tujuan negara 
dalam mengelola apa yang dibutuhkan warga negaranya (Soltau dalam 
Budiardjo,2008). 
Dalam penyelengaraan ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) 
merupakan salah satu instrumen yang penting untuk menjalankan kedaulatan 
rakyat pada sistem pemerintahan presidensial. Pemilu juga merupakan 
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metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga 
perwakilan. Di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, tidak ada lagi 
anggota DPRD, DPR, MPR yang di angkat oleh presiden. Semuannya dipilih 
secara langsung melalui Pemilu. Pemilu juga digunakan untuk memilih 
Presiden dan Kepala Daerah. Pilihan sistem pemilu yang diterapkan akan 
berperan menstrukturkan hubungan antara pemilih dengan calon yang akan 
dipilih dan selanjutnya berperan menstrukturkan hubungan wakil dengan 
rakyatnya. Struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat 
responsifitas wakil terhadap aspirasi rakyatnya (Tricahyo, 2009). 
Pemilihan umum pertama kali pasca Indonesia merdeka dilaksanakan 
pada tahun 1955, yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dan 
Konstituante. Sejak undang-undang pemilu disahkan, partai-partai giat 
melakukan kampanye untuk menyambut pemilu 1955. Partai-partai besar 
seperti PNI (Partai Nasional Indonesia); Masyumi; Partai NU (Nahdlatul 
Ulama); dan  PKI (Partai Komunis Indonesia), menggelar rapat umum di 
berbagai daerah. Suasana semakin hangat dengan saling “serang” antar partai 
melalui media masa. Pesta demokrasi perdana digelar dengan banyak 
keterbatasan. Salah satunya mengenai hari pemilihan yang sulit dilakukan 
serentak di seluruh Indonesia, karna terbatasnya akses; distribusi; hingga 
masalah keamanan menjadi sebab utamanya pada saat itu. 
Pemilihan presiden serta wakil presiden menjadi salah satu 
implementasi pemilihan umum dan menjadi salah satu agenda politik yang 
sangat menarik untuk diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat, selain 
sebagai perwujudan asas demokrasi di Indonesia. Masyarakat juga memiliki 
peran sebagai pengawas dan pengawal saat persiden dan wakil persiden 
terpilih mejabat sebagai kepala negara. Karna dalam pemilihan persiden, 
tentunya banyak janji-janji yang ditawarkan oleh presiden saat masa 
kampanye di berbagai daerah kepada masyarakat. 
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 di 
Indonesia terdapat dua pasangann calon (paslon) presiden dan wakil presiden 
yang saling beradu untuk memperebutkan jabatan sebagai kepala negara, 
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yaitu paslon 01 H. Prabowo Subianto dengan Ir.H.M.Hatta Rajasa dan paslon 
02 yaitu Ir.H.Joko Widodo dengan Drs.H.M.Jusuf Kalla. Setelah pemilihan 
umum dilaksanakan pada bulan April 2014 di 34 provinsi dan luar negri, 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan juli merilis hasil perolehan suara 
dari pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019. Di 
dapatkan hasil perolehan suara untuk paslon 01 yaitu H. Prabowo Subianto 
dengan Ir.H.M.Hatta Rajasa sebesar 46,85% atau 62.567.444 suara, dan hasil 
perolehan suara untuk paslon 02 yaitu Ir.H.Joko Widodo dengan 
Drs.H.M.Jusuf Kalla sebesar 53,15% atau 70.997.833 suara. Dengan hasil 
yang telah diperoleh, maka paslon 02 yaitu Ir.H.Joko Widodo dengan 
Drs.H.M.Jusuf Kalla dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden periode 
2014-2019 (kpu.go.id , 2014). 
Nawacita merupakan 9 program prioritas pemerintahan Joko Widodo 
dengan-Jusuf Kalla yang sejak masa kampanye telah disuarakan kepada 
masyarakat. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan 
perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri 
dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satunya 
melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah 
Indonesia. 
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang 
bersumber dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur 
dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara 
ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi 
marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi 
mikro ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap 
pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie dalam Haris, 2002). 
Pembangunan infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan 
kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan 
konsumsi; peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan 
kerja; serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi 
makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal; berkembangnya pasar kredit; dan 
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pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Contoh pembangunan infrastruktur 
yang dikebut dalam pemerintahan saat ini adalah pembangunan jalan tol atau 
dikenal juga sebagai jalan bebas hambatan. 
Pembangunan jalan tol di Indonesia menjadi salah satu point dari 
program kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pasca 
dilantik menjadi kepala negara, pembangunan jalan tol dilakukan di berbagai 
wilayah di Indonesia secara cepat agar wilayah-wilayah yang ada di 
Indonesia terhubung sehingga arus mobilitas orang atau barang menjadi lebih 
efisien. Salah satunya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah, 
jalan tol di Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang 334,26 km yang terbagi 
menjadi 5 ruas jalan tol. Ruas pertama yaitu Tol Pejagan-Pemalang dengan 
panjang 57,5 km, ruas tol ini melewati Kabupaten Brebes; Kabupaten Tegal; 
Kabupaten Pemalang. Kedua yaitu ruas Tol Pemalang-Batang yang memiliki 
panjang 39,2 km, terdapat dua wilayah yang dilewati yaitu Kabupaten 
Pemalang dan Kabupaten Batang. Ruas tol yang ketiga yaitu Tol Batang-
Semarang dengan panjang 74,2 km, ruas tol ini melewati Kabupaten Batang; 
Kabupaten Kendal; dan Kota Semarang. Ruas tol yang keempat yaitu Tol 
Semarang-Solo yang memiliki panjang total 72,94 km untuk pembangunan 
Tol Semarang-Solo merupakan program lanjutan dari pembangunan Tol 
Semarang-Ungaran dengan panjang 10,85 km, ruas tol ini melewati 
Kabupaten Semarang; Kota Salatiga; Kabupaten Boyolali; Kabupaten 
Karangannyar; dan Kota Surakarta. Ruas tol yang kelima yaitu Tol Solo-
Ngawi yang memiliki panjang total 90,42 km, ruas tol ini melewati 
Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sragen.  
Dampak dari perkembangan jalan tol adalah semakin mudahnya akses 
transportasi antar wilayah, sehingga aktivitas bisnis berjalan dengan lancar. 
Dampak keuntungan selanjutnya adalah terbentuknya lapangan pekerjaan dan 
meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan 
oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia (LPEM-UI) mengenai ; Dampak Pembangunan 
Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan hasil yang 
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menarik. Hasil studi ini menyatakan bahwa kenaikan stok jalan sebesar 1% 
akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8% (dalam Sumaryoto, 
2010). Dengan dibangunnya jalan tol trans-jawa di Jawa Tengah diharapkan 
dapat memberikan perkembangan positif di berbagai bidang pada 
kabupaten/kota yang dilalui dan atau yang berada di sekitar jalan tol trans-
jawa di Provinsi Jawa Tengah. 
Perolehan hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden sangat 
menarik untuk dilakukan kajian, terutama pada wilayah yang terdampak 
pembangunan dari program kerja petahana. Melalui disiplin ilmu ini dapat 
digunakan untuk menggali dan mengenali serta memetakan perolehan suara 
pemilihan presiden periode 2019-2024 pada wilayah terdampak 
pembangunan jalan tol trans-jawa di Jawa Tengah. Selain itu juga dapat 
untuk melihat, apakah dengan pembangunan jalan tol trans-jawa akan 
memberikan dampak sosial-ekonomi pada masyarakat yang tinggal di 
wilayah terdampak pembangunan jalan tol trans-jawa di Provinsi Jawa 
Tengah. 
1.3. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana distribusi perolehan suara pilpres 2014 dan 2019 pada wilayah 
terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. 
2. Bagaimana perubahan kantong basis suara pilpres 2014 dan 2019 pada 
wilayah terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. 
3. Bagaimana pengaruh pembangunan jalan tol terhadap kondisi sosial dan 
ekonomi masyarakat pada wilayah terdampak pembangunan Tol Trans 
Jawa di Jawa Tengah. 
1.4. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui distribusi perolehan suara pilpres 2014 dan 2019 pada 
wilayah terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. 
2. Mengetahui perubahan kantong basis suara pilpres 2014 dan 2019 pada 
wilayah  terdampak pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. 
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3. Mengetahui hubungan antara pembangunan jalan tol dengan kondisi sosial 
dan perekonomian masyarakat pada wilayah terdampak pembangunan Tol 
Trans Jawa di Jawa Tengah. 
1.5. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini berguna untuk : 
1. Ilmiah 
Sebagai salah satu implementasi dari ilmu geografi politik untuk kajian 
hasil pemilihan presiden 2014 dan 2019 pada wilayah yang terdampak 
program pembangunan Tol Trans-Jawa di Jawa Tengah. 
2. Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
prolehan suara pilpres 2014 dan 2019 melalui pengolahan sistem 
informasi geografi. 
1.6. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
1.6.1.Telaah Pustaka 
1.6.1.1.Geografi Politik 
  Geografi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara 
kehidupan dan aktivitas politik dengan kondisi-kondisi alam dari suatu 
daerah atau negara. Selain itu, geografi politik juga mempelajari 
negara sebagai sebuah politic region yang mencakup internal 
geographical factors ataupun external geographical factors yaitu 
terntang hubungan antarnegara. Robinson yang dikutip oleh 
Abdurachmat (dalam Sri Hayati & Ahmad Yani, 2007) mengatakan 
bahwa geografi politik adalah “...that the major objective of political 
geography is the analysis ofinter-state relationships and of internal 
adaptations to enviromental conditions”. Objek dan geografi politik 
adalah analisa dari hubungan antarnegara dan adaptasi terhadap 
kondisi lingkungan di dalam negara tersebut. Dengan demikian 
geografi politik dapat diartikan sebagai “...is the geography of states 
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and provide a geographical interpretation of international relations”. 
Berdasarkan pengertian tersebut, ruang lingkup geografi politik terdiri 
dari tiga pokok bahasan, yaitu mengkaji tentang Enviromental 
Relations, National Power, dan Political Region. Enviromental 
Relations lebih menekankan pada studi perbedaan dan 
keanekaragaman wilayah negara dan penduduknya. National Power 
yaitu menekankan kepada masalah power atau kekuasaan negara. Dan 
Political Region membahas tentang pembagian wilayah administrasi, 
batas negara dan masalah yang berhubungan dengan pengawasan 
wilayah kekuasaan negara. 
  Hubungan antara geografi dan politik dapat dilihat dari pengertian 
geografi politik yang dikemukakan oleh Sumaatmadja (dalam Alfandi, 
2002) yaitu geografi politik adalah cabang dari geografi manusia yang 
objek studinya merupakan aspek keruangan, pemerintahan atau 
kenegaraan, yang meliputi hubungan regional dan internasional, 
pemerintah atau kenegaraan di permukaan bumi. 
  Pada perkembangannya sebagai reaksi terhadap paradigma 
organismik yang menjatuhkan gengsi ilmiah geografi politik, Hettner 
(dalam Daldjoeni, 1991) membelokkan geogarfi politik dengan 
pendekatannya yang bercorak khorologis, disitu geografi politik 
dipandang sebagai ilmu tentang wilayah politik. 
  Bagi geografi politik, setiap kelompok penduduk yang menempati 
wilayah yang mencerminkan suatu living body yang telah mampu 
menyebarluaskan dirinya di atas bagian permukaan bumi, telah 
membentuk wilayah sendiri melalui pengisian ruang dipermukaan 
bumi. Dikshit dalam (Daldjoeni, 1991) mengemukakan bahwa 
geografi politik sebagai cabang geografi manusia dirumuskan sebagai 
suatu analisis geografis dari gejala politik atau dapat dikatakan juga 
sebagai ilmu yang memepelajari keseiringan spasial (spasial 
concomitans) dari politik. 
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  Pendekatan geografi politik dalam memperlajari objek studinya 
dapat menggunakan pendekatan historis, faktual, fungsional, dan 
relationship (Sri Hayati & Ahmad Yani, 2007). 
a. Pendekatan pertama adalah pendekatan historis yang mengkaji 
negara berdasarkan asal mula dan perkembangan suatu negara. 
Pendekatan ini bermanfaat untuk mempelajari negara sebagai 
individual case. 
b. Pendekatan kedua adalah pendekatan faktual yang oleh 
Valkenburg (Abdurachmat, 1982) digunakan untuk mempelajari 
kenyataan- kenyataan kehidupan politik suatu negara dengan 
berbagai unsur geografisnya seperti luas, bentuk wilayah, iklim, 
sumber daya dan penduduk. 
c. Pendekatan ketiga adalah pendekatan fungsional yang mempelajari 
tentang bagaimana suatu negara membina dirinya sendiri ke dalam. 
Pendekatan ini mempelajari kekuatan-kekuatan yang sifatnya 
nonpolitis seperti iklim, pegunungan, penyebaran penduduk yang 
tidak merata, pengaruh faktor fisik dan manusia terhadap aktivitas 
politik negara, bagaimana pengaruh aspek-aspek politik yang 
dilaksanakan terhadap aspek lain, bagaimana hubungan luar negeri 
dan bagaimana tingkat ketergantungan suatu negara terhadap 
negara lain. 
d. Pendekatan keempat adalah pendekatan relationship. Pendekatan 
ini lebih menekankan pada hubungan faktor-faktor lingkungna 
(alam) dengna aspek-aspek politik. Secara sederhana pendekatan 
ini digunakan untuk mengkaji kemakmuran suatu negara dilihat 
dari ketersediaan faktor sumber daya alam. Perhitungan kekayaan 
alam menjadi dasar pada kesadaran suatu bangsa untuk 
mempertahankan dan melangsungkan hidupnya. 
  Lingkup telaah geografi politik dan geopolitik, yang bersifat 
multidisipliner terpadu meliputi hal-hal sebagai berikut (Alfandi, 
2002) : 
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1. Aspek spasial, kompleks wilayah, sistem ekologi, dan spatio- 
temporal : letak, batas, lusa, bentuk, posisi ibukota negara, iklim 
dalam wilayah, taksonomi negara, regionalisme, sistem 
ketatanegaraan, analisis sitem kegiatan-ruang-waktu, daya 
tampung dan daya dukung wilayah, termasuk perluasaan ruang 
(lebensraum). 
2. Sikap dan kepentingan negara yang tercermin pada situasi konflik 
dan ancaman (politik, sosial-ekonomi, militer) serta pemecahan 
masalah atau kerjasama regional dan internasional. 
3. Hubungan kepentingan ekonomi (ekspor-impor) dan hubungan 
hankam (pakta militer), kepentingan ekonomi internal (distribusi 
dan pengolahan SDA), dan SDM. 
4. Kondisi internal dan eksternal : jumlah dan penyebaran penduduk, 
kepadatan penduduk, perbedaan dan kesatuan bahasa, variabilitas 
kelompok etnis, keragaman agama dan jumlah serta kualitas 
pemeluknya, pola fikir yang terbentuk yang diakibatkan sejarah 
masa lalu, dan budaya. 
5. Kepentingan ideologi politik , sistem organisasi ekonomi dan pakta 
militer. 
6. Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah dari ilmu 
politik dan hukum internasional. 
 Dalam geografi politik, pokok bahasan geografi pemilihan umum 
merupakan suatu bahasan yang cukup penting setelah pembahasan 
tentang negara. Menurut Peter Tylor dan Ronal Jhonston yang dikutip 
Glasnner (1993) dalam Sri Hayati & Ahmad Yani (2007) 
mengungkapkan tiga pokok pikiran utama dalam studi electoral 
geografi, yaitu : pertama yaitu Geographyc Of Voting pada umumnya 
merupakan studi yang menerangkan pola-pola persebaran suara 
setelah suatu pemilihan umum dilaksanakan, dan dalam analisisnya 
menggunakan metode statistik atau formula stastistik untuk 
menggambarkan atau mengilustrasikan perolehan suara. Kedua yaitu 
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The Geography Influences On Voting dalam sudut pandang geografi 
ada empat aspek yang mempengaruhi suatu pemilihan, isu-isu yang 
digulirkan pada saat pemungutan suara; pemungutan suara untuk para 
calon atau kandidat; pengaruh kampanye ketika pemilihan; dan hal 
paling mendasar adalah “the neighborhood effect”, yaitu merupakan 
hubungan antara hasil pemilihan dengan tempat kediaman atau daerah 
tempat tinggal para calon. Ketiga yaitu The Geography Of 
Representation dalam memilih anggota legeislatif, berdasarkan 
jumlah pemilih atau distrik. Jumlah distrik dan batasannya sangat 
mempengaruhi kompetisi bagi para anggota legislatif. 
 Dalam electoral geography, hasil suatu pemungutan suara dapat 
dipetakan berdasarkan provinsi-provinsi. Salah satu aspek dalam 
electoral study yaitu terdapatnya variasi perilaku pemilih dalam suatu 
wilayah pemilihan. Beberapa wilayah pemilihan konsisten memilih 
salah satu partai politik tanpa memperhatikan isu-isu atau kandidat 
yang berkaitan dengan partai yang dipilihnya. Analisis pemungutan 
suara dapat dilakukan dalam skala wilayah tertentu baik tingkat 
kabupaten atau kota dengan menggunakan teknik mapping analysis. 
Selanjutnya dalam electoral geography juga ada sejumlah faktor-
faktor yang mempengaruhi perolehan suara, yaitu kondisi sosial, 
ekonomi, jenis kelamin, kepercayaan dan ras (Sri Hayati & Ahmad 
Yani, 2007). 
1.6.1.2.Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum di Indonesia 
 Pada hakikatnya pemilihan umum di setiap negara mempunyai 
esensi yang sama, pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan 
untuk memilih orang atau sekelompok orang yang akan menjadi 
pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Secara universal pemilu 
adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang 
bermaksud membentuk pemerintahan yang absah, serta sebagai sarana 
mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat (Tricahyo, 2009). 
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 Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No 7 
Tahun 2017). 
 Pemilu adalah pesta demokrasi lima tahunan. Pada awalnya, 
pemilu di Indonesia diselenggarakan sekadar untuk memilih anggota 
lembaga perwakilan, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten. Seiring berjalannya waktu, pasca amandemen UUD 1945, 
pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden; 
perwakilan DPD; juga untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. 
 Pasca reformasi tahun 1998, pemilu menjadi salah satu ajang 
pembuktian diri dan mencapai titik baliknya. Setidaknya, sepanjang 
perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, pemilu telah 
terselenggara sebanyak sepuluh kali. Puncak dari pesta demokrasi ini 
adalah ketika wewenang memilih presiden dan wakil presiden 
dimasukkan ke dalam ranah pemilu. Ditambah lagi adanya 
kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala 
daerah pasca disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 yang 
memasukkan pemilukada ke dalam rezim pemilu. Merujuk pada UU 
Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Ada dua sistem penyelenggaraan pemilu yang cukup dikenal, 
yakni sistem distrik dan sistem proporsional, atau gabungan keduanya 
(Budiarjo, 2008). Sistem distrik adalah sebuah sistem yang membagi 
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daerah pemilihan ke dalam wilayah yang lebih kecil atau yang 
kemudian disebut dengan distrik. Masing-masing distrik hanya 
disediakan satu kursi. Calon yang menang dengan suara mayoritas 
dalam distrik tersebut, dialah yang berhak duduk dalam parlemen. 
Artinya, sistem ini menutup kemungkinan adanya keterlibatan suara-
suara minoritas. Sekecil apapun selisih suara yang ada, calon yang 
kalah tidak akan mendapatkan kursi. Sistem proporsional dibangun 
untuk menjawab kekurangan yang ada dalam sistem distrik. Dalam 
sistem proporsional, jumlah kursi parlemen yang direbutkan 
sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. 
 Setiap sistem pemilihan umum memiliki sisi positif dan negatifnya 
masing- masing. Sistem distrik tergolong efektif dalam mendorong 
parpol satu dengan lain untuk saling berintegrasi. Alih-alih 
berintegrasi, sistem ini juga sangat efektif menekan pertumbuhan 
parpol yang membabi buta. Selain itu, sistem distrik lebih berpotensi 
untuk benar-benar mengenalkan calon dengan daerah yang 
diwakilinya. Sayangnya, sistem distrik benar- benar abai dengan 
selisih suara yang sedikit saja. Kelompok minoritas dalam sistem ini 
cenderung terabaikan. 
 Sistem proporsional diharap mampu menjawab permasalahan yang 
terjadi dalam sistem distrik yakni keterwakilan akan suara minoritas 
yang dihilangkan begitu saja dalam sistem distrik. Sayangnya sistem 
ini juga tidak lepas dari kekurangan. Sistem proporsional cenderung 
mendorong terfragmentasinya parpol dan parpol banyak adalah 
keniscayaan. Dalam sistem proporsional, negara umumnya juga 
menganut paham multipartai dalam pemilunya. Sistem pemilihan 
inilah yang digunakan dalam Pemilu di Indonesia sampai saat ini. 
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1.6.1.3.Kebijakan Publik 
Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai 
kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. 
Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan 
kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari 
sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari 
pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan 
publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses 
management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat 
publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk 
melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan 
masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan 
dalam bentuk intervensi pemerintah (Easton dalam Hessel, 2003). 
Menurut Anderson kebijakan public dapat diimplementasikan pada 
system pemerintahan, penjabarannya sebagai berikut : 
1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah. 
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 
pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan 
untuk dilakukan. 
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah 
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.  
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif 
didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan 
memaksa. 
Kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai 
proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian 
kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar berindak untuk 
14 
 
 
 
menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat 
diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik 
yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai 
segal sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk 
tidak melakukan sesuatu) (Anderson dalam Hessel, 2003). 
1.6.1.4.Hubungan Kebijakan Publik dengan Dukungan Politik 
“The public is not to see where power lies, how it shapes policy, 
and for what ends. Rather, people are to hate and fear one another.” 
(Noam Chomsky, 1997) 
 
Noam Chomsky, seorang filosof ternama dari Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), dalam penggalan kutipannya di atas 
seolah ingin mengingatkan bahwa politik dan kebijakan adalah dua 
hal yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada kebijakan, maka di situ 
terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang 
“bekerja” dan membentuk interseksi, atau bahkan terkadang 
persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian, setiap 
kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral. 
Hubungan (intersection) antara politik dan kebijakan ada pada 
kepentingan itu dan tak jarang antara politics dan policy goals 
merupakan dua hal yang berbeda. Politik berbicara tentang tujuan 
seperti memperjuangkan nilai dan jabatan (offices) berhadapan 
dengan lawan politik, sementara kebijakan bertujuan untuk 
menghasilkan solusi terhadap masalah penting yang perlu mendapat 
dukungan dari pihak yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.  
Meskipun demikian, bukan berarti tak ada pandangan yang 
bertolak belakang dengan perspektif di atas. Ada juga penelitian yang 
menganggap bahwa justru kebijakan itu sendiri lah yang menentukan 
politik. Pandangan itu datang dari Theodore Lowi yang percaya 
bahwa “Policies determine politics” (kebijakan menentukan seperti 
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apa politik). Singkatnya, Lowi berpendapat bahwa sebuah kebijakan 
ada untuk redistribusi dan alokasi costs and benefits yang bersifat 
unequal dan bertemu dalam arena yang bercirikan konflik politik 
(Lowi 1972 dalam Heinelt 2007). 
1.6.1.5.Elektabilitas 
Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan 
kriteria pilihan. Elektabilitas dapat diterapkan pada barang, jasa 
maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan 
menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik atau calon 
pemimpin berarti tingkat keterpilihan partai atau calon pemimpin di 
publik. Elektabilitas partai politik atau calon pemimpin yang tinggi 
berarti partai politik atau calon pemimpin tersebut memiliki daya pilih 
yang tinggi, untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas 
harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer (Sugiono, 
2008). 
Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal 
baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik memiliki 
kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan 
public yang ingin dicapai, tapi karna tidak ada yang memperkenalkan 
menjadi tidak elektabel. Sebaliknya orang memiliki prestasi tinggi 
dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan public, bisa 
jadi memiliki elektabilitas tinggi karna ada yang mempopulerkannya 
secara tepat. 
Elektabilitas dapat ditingkatkan dengan pencitraan politik, citra 
politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada 
dasarnya pendapat umum politik terbangun melalui citra politik. 
Pencitraan politik sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan 
politik dilakukan persuasive untuk memperluas arsiran wilayah 
harapan antar kandidat dengan pemilih. Corner dan Pels berpendapat, 
bahwa figure yang bersih ataupun bermasalah (notorious) secara 
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substansial bekerja keras membangun citra politik untuk 
mempengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi factor paling 
menentukan sukses atau tidaknya sebuah perjalanan kampanye 
(Nimmo, 2009). 
1.6.1.6.Pembangunan Infrastruktur 
 Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang 
memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual 
(Pearce, 1986). Sedangkan The Routledge Dictionary of Economis 
(Rutherford, 2002) memberikan pengertian yang lebih luas mengenai 
makna infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan 
pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi 
dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui 
penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Larimer 
(2009) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau 
rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan 
institusi. Dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan 
dari suatu area, komunitas dan sistem. Infrastruktur meliputi variasi 
yang luas, mulai dari jasa; institusi; dan fasilitas yang mencakup 
sistem transportasi dan sarana umum. 
 Infrastruktur transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu 
daerah untuk lebih maju dan berkembang, serta transportasi dapat 
meningkatkan aksesibilitas atau hubungan antar daerah. Dalam 
membangun suatu pedesaan keberadaan sarana dan prasarana 
transportasi tidak dapat terpisahkan dalam suatu program 
pembangunan. Keberlangsungan proses produksi yang efisien, 
investasi, perkembangan teknologi, serta terciptanya pasar selalu 
didukung oleh sistem transportasi yang baik. Transportasi merupakan 
salah satu faktor yang penting dan strategis untuk dikembangkan, 
siantaranya adalah untuk melayani angkutan barang dan manusia dari 
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satu daerah ke daerah lainnya; dan menunjang kegiatan-kegiatan 
sektor lain untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia  
 Infrastruktur jalan merupakan penggerak untuk pembangunan 
ekonomi, bukan hanya diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. 
Melalui proyek sektor infrastruktur, dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, 
infrastruktur merupakan pilar untuk menentukan keberlangsungan 
arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu wilayah ke 
wilayah yang lainnya. Kondisi ini memungkinkan harga barang dan 
jasa akan lebih murah dari harga sebelum adanya infrastruktur, 
sehingga barang dan jasa dapat dinikmati oleh masyarakat dengan 
harga yang sama di setiap wilayahmya (Perpres No.38, 2015). 
1.6.1.7.Jalan Tol Trans-Jawa 
1.6.1.7.1.Pengertian Jalan Tol 
 Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem 
jaringan jalan dan sebagai rasional yang penggunanya diwajibkan 
membayar tol. Sedangkan tol adalah sejumlah uang tertentu yang 
dibayarkan untuk pengguna jalan tol (UU No.38, 2004).  
Dalam pasal 43 (UU No.38, 2004), jalan tol diselenggarakan untuk :  
1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.  
2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi 
barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan 
ekonomi.  
3. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi 
pengguna jalan.  
4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.  
 Pengguna tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan 
untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan 
tol. Keberadaan jalan tol diharapkan secara langsung dapat 
mengurangi beban lalu lintas, kemacetan yang terjadi di jalan umum 
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dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan berjalan lambat atau 
macet.  
 Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan 
pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. 
Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas 
orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya 
sarana perhubungan darat atau jalan dengan mutu yang andal. Tanpa 
adanya jalan dengan kapasitas cukup dan mutu yang andal, maka 
dipastikan lalu lintas orang maupun barang akan mengalami hambatan 
yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi. 
1.6.1.7.2.Jalan Tol di Jawa Tengah 
 Jalan tol di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 ruas jalan tol yang 
dimulai dari Pejagan hingga Sragen dengan panjang total 334,26 km, 
jalan tol ini merupakan proyek lanjutan yang menghubungkan antara 
Merak, Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur yang termasuk 
dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Dengan adanya 
jalan tol di Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat meningkatkan 
arus mobilitas jasa, barang, orang dan informasi di seluruh 
kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga dapat meningkatkan dan 
menumbuhkan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. 
 Awalnya “ide pembangunan tol tersebut sudah ada sejak 
kepemimpinan Presiden Soeharto, hal itu tercatat di data Dinas Bina 
Marga Kabupaten Subang sejak 1996”. Tetapi ide pembangunan ini 
terhenti karena pada tahun 1998 Indonesia terkena krisis moneter yang 
mengakibatkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya 
(Liputan6.com, 2016). Kemudian dalam kepemimpinan Presiden 
Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati, belum juga 
dilanjutkan. Kemudian di masa kepemimpinan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono proyek pembangunan jalan tol ini mulai di 
jalankan. Di bawah koordinasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, 
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pembangunan ini memiliki enam seksi. Pembangunan seksi I 
(Semarang-Ungaran) pada ruas tol Semarang-Solo dengan panjang 
10,85 km. 
 Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan 
Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah mulai dikebut 
pengerjaannya hingga saat ini kelima ruas jalan tol dari Pejagan 
hingga Sragen sudah selesai pembangunannya. Ruas pertama yaitu Tol 
Pejagan-Pemalang dengan panjang 57,5 km, ruas tol ini melewati 
Kabupaten Brebes; Kabupaten Tegal; Kabupaten Pemalang. Kedua 
yaitu ruas Tol Pemalang-Batang yang memiliki panjang 39,2 km, 
terdapat dua wilayah yang dilewati yaitu Kabupaten Pemalang dan 
Kabupaten Batang. Ruas tol yang ketiga yaitu Tol Batang-Semarang 
dengan panjang 74,2 km, ruas tol ini melewati Kabupaten Batang; 
Kabupaten Kendal; dan Kota Semarang. Ruas tol yang keempat yaitu 
Tol Semarang-Solo yang memiliki panjang total 72,94 km untuk 
pembangunan Tol Semarang-Solo merupakan program lanjutan dari 
pembangunan Tol Semarang-Ungaran dengan panjang 10,85 km, ruas 
tol ini melewati Kabupaten Semarang; Kota Salatiga; Kabupaten 
Boyolali; Kabupaten Karangannyar; dan Kota Surakarta. Ruas tol 
yang kelima yaitu Tol Solo-Ngawi yang memiliki panjang total 90,42 
km, ruas tol ini melewati Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, dan 
Kabupaten Sragen (http://bpjt.pu.go.id). 
1.6.1.8.Desa dan Kota 
1.6.1.8.1.Desa 
Bintarto memberi batasan pengertian desa sebagai suatu hasil 
perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan 
lingkungannya. Hasil perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan 
di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, 
ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur-
unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. 
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Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang 
bercorak agraris dan terletak jauh dari kota (Bintarto, 1983). 
Bintarto membedakan potensi desa menjadi dua yaitu potensi fisik 
dan potensi non fisik. 
1) Potensi fisik meliputi: 
a. Tanah sebagai sumber tambang dan mineral, sumber tanaman, 
bahan makanan dan tempat tinggal; 
b.Air, kondisis air untuk irigasi dan untuk keperluan hidup sehari-
hari; 
c. Iklim yang penting untuk kegiatan agraris; 
d.Ternak sebagai sumber tenaga,bahan makanan dan sumber 
pendapatan; 
e. Manusia, baik sebagai sumber tenaga kerja potensial, sebagai 
pengolah lahan dan juga produsen bidang pertanian, juga sebagai 
tenaga kerja di bidang non pertanian. 
2) Potensi non fisik, meliputi: 
a. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong; 
b. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi organisasi 
sosial yang dapat membimbing memajukan masyarakat; 
c. Aparatur atau pamong desa, untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan serta kelancaran pemerintahan desa. 
1.6.1.8.2.Kota 
Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan 
manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan 
diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya 
yang materialistis. Hal menonjol yang membedakan desa dengan kota 
adalah desa merupakan masyarakat agraris, sedang kota nonagraris 
(Bintarto, 1983) 
Secara geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu system jaringan 
kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang 
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tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen,dan coraknya yang 
materialistis. Dengan kata lain kota merupakan bentang budaya yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala 
pemusatan penduduk yang besar, dengan corak kehidupan yang 
heterogen dan materialistis dibandingkan daerah belakangnya. Secaar 
universal, kota merupakan suatu “area urban” yang berbeda dengan 
desa atau kampung baik berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, 
kepentingan dan status hukumnya. 
Dalam pengertian geografis, kota merupakan suatu tempat yang 
penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kompak, mata 
pencaharian penduduk bukan pertanian. Dalam pengertian hukum di 
Indonesia dikenal empat macam kota, kota sebagai ibukota nasional, 
kota sebagai ibukota propinsi, kota sebagai ibukota kabupaten atau 
kotamadya, dan kota adsministratif (kotatif). 
1.6.1.9.Golongan Masyarakat Jawa 
Clifford Geertz meneliti tentang 3 golongan yang ada di Jawa, 
golongan tersebut adalah Abangan, Santri, dan Priyayi. Pembagian ini 
menurut Geertz, merupakan pembagian yang dibuat oleh orang-orang 
Jawa sendiri. Abangan, Santri, dan Priyayi walaupun masing-masing 
merupakan struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing 
saling melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan adanya 
sistem sosial Jawa. Walaupun demikian, nampaknya yang lebih 
menjadi perhatian Geertz adalah masalah perpecahan dalam sistem 
sosial orang Jawa (Clifford, 1981). 
a. Golongan Abangan 
Golongan yang pertama adalah Abangan, bila mewakili sikap, 
menitikberatkan segi-segi animisme sinkretisme Jawa yang 
menyeluruh, dan secara luas berhubungan dengan unsur-unsur 
petani di antara penduduk. Istilah abangan oleh Clifford Geertz 
diterapkan pada kebudayaan orang desa, yaitu para petani yang 
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kurang terpengaruh oleh pihak luar dibandingkan dengan 
golongan-golongan lain di antara penduduk. 
Abangan masih menerapkan pola tradisi jawa dalam kehidupan 
mereka. Salah satunya yaitu tradisi slametan. Tradisi slametan 
adalah tradisi yang dijalankan untuk memenuhi semua hajat orang 
sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, 
atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah 
rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit 
dan lain-lain semuanya itu memerlukan slametan. Yang memiliki 
hajat dalam slametan akan mengundang semua yang tinggal di 
sekitar seseorang yang punya hajat tersebut. Makna dari slametan 
adalah tak seorang pun merasa berbeda dari yang lain, tak ada 
seorang pun yang merasa rendah dari yang lain, dan tak ada 
seorang pun punya keinginan untuk memencilkan diri dari orang 
lain. 
Menurut Geertz, maka benarlah orang abangan menurut 
pengertian orang Jawa mengacu pada satu kategori sosial yang 
empiris, yakni mereka yang tidak melibatkan diri secara aktif 
dalam agama Islam, akan tetapi benar pula bahwa deskripsi Geertz 
mengenai soal itu agak menyesatkan, mungkin karena asumsinya 
bahwa tradisi abangan adalah identik dengan tradisi rakyat (folk 
tradition). 
 
b. Golongan Santri 
Golongan kedua yang dibahas dalam buku ini adalah golongan 
santri. Menurut Geertz, santri dimanifestasikan dalam pelaksanaan 
yang cernat dan teratur, ritual-ritual pokok agama Islam, seperti 
kewajiban salat lima kali sehari, salat Jumat, di masjid, berpuasa 
selama bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. Artinya, 
dalam menjalankan peribadatan agama Islam, kalangan santri tidak 
mencampur adukkan unsur-unsur lain selain agama Islam seperti 
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kalangan abangan. Ciri-ciri santri lebih dikenal sebagai tradisi 
Islam untuk mempermudah pandangan kita terhadap kaum santri. 
Golongan santri diasosiasikan dengan pasar, yang merupakan 
salah satu dari ketiga inti sosial-kultural. Kedua inti lainnya adalah 
desa dan pemerintahan birokrasi. Untuk profesi yang banyak 
dianut oleh kaum santri, di daerah perkotaan santri biasanya 
berprofesi sebagai pedagang atau tukang, terutama penjahit. 
Sedangkan di desa, santri berprofesi sebagai petani, jadi tidak 
semua petani di desa adalah orang abangan, di sana terdapat pula 
petani-petani yang santri.  
Untuk mengidentifikasikan seorang disebut sebagai santri 
memang agak sulit, semua tertgantung kepada pengertian orang itu 
sendiri mengenai santri. Banyak yang menganggap santri adalah 
seorang yang taat kepada agama, seroang  yang secara teratur dan 
dengan patuh melakukan ritual-rital yang diwajibkan, seorang 
murid pesantren, seorang yang mempunyai pengetahuan tentang isi 
Quran dan sebagainya. Tidak ada proses inisiasi yang dapat dipakai 
sebagai pegangan untuk mengetahui idenfitikasi santri, tidak ada 
keanggotaan yang formal. Dengan demikian, maka meskipun 
secara relatif sudah jelas apa itu ciri-ciri tradisi agama santri, 
seringkali tidak terlalu jelas siapa-siapa saja yang dianggap sebagai 
santri. 
 
c. Golongan Priyayi 
Terakhir adalah kaum priyayi, Dr.Geertz berasumsi bahwa 
kaum priyayi adalah  kaum yang menekankan aspek-aspek Hindu 
dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi. Golongan Priyayi 
adalah kaum elite yang sah, memanifestasikan satu tradisi agama 
yang khas yang disebut sebagai varian agama priyayi dari sistem 
keagamaan pada umumnya di Jawa. Dalam kaitannya dengan 
kedudukan kaum priyayi dalam struktur sosial di Mojokuto, 
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Dr.Geertz melukiskan mereka sebagai satu golongan pegawai 
birokrasi yang menurut tempat tinggal mereka merupakan 
penduduk kota. Di masa lampau, mereka dianggap merupakan 
bagian dari aristokrasi keraton. Istilah priyayi mengacu kepada 
orang-orang dari kelas sosial tertentu, yang menurut hukum  
merupakan kaum elite tradisional. Ia mengacu kepada orang-
orang yang menurut hukum dianggap berbeda dari rakyat biasa. 
Kaum priyayi dibedakan dari rakyat biasa karena memiliki 
gelar-gelar kehormatan yang terdiri dari pelbagai tingkat menurut 
hirarki hak dan kewajiban. Gelar-gelar tersebut seperti Raden, 
Raden Mas, Raden Panji, Raden Tumenggung, Raden Ngabehi, 
Raden Mas Panji, dan Raden Mas Aria. Gelar-gelar tersebut 
dicantumkan dalam bentuk singkatan di depan nama orang yang 
bergelar itu. Bukan hanya pria, kaum wanita juga berhak 
mempunyai gelar seperti Raden Roro, Raden Ajeng, dan Raden 
Ayu. 
Sebagai elite dalam masyarakat Jawa, kaum priyayi 
mempunyai lebih banyak kesempatan untuk memperoleh 
pengetahuan, tradisional atau modern, dibandingkan rakyat biasa. 
Orang-orang priyayi dididik untuk mengetahui tata krama dalam 
perilaku mereka, pola-pola tingkah laku yang diasosiasikan 
dengan priyayi.  
Jadi, menurut Geertz kepercayaan-kepercayaan agama, nilai-
nilai dan nerma-norma priyayi pada dasarnya tidak berbeda dari 
kalangan yang bukan priyayi. Tetapi dengan pengecualian selain 
hal-hal yang berkaitan dengan Islam, priyayi mampu 
mengungkapkan kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai mereka 
secara lebih nyata dan dengan demikian memiliki bentuk tradisi 
agama yang lebih maju, lebih sophisticated. Sedangkan tradisi 
yang terdapat di kalangan rakyat biasa mempunyai bentuk yang 
lebih kasar. 
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1.6.2. Penelitian Sebelumnya 
 Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang pernah 
dilakukan terkait dengan kajian geografi politik terhadap perolehan suara 
pada pemilu : 
a. Penelitian Suryono (2009) berjudul Kajian Geografi Politik 
Terhadap Hasil Pemilihan Umum Langsung (Pilpres 2004, Pilkada 
2005, dan Pilgub 2008) di Kota Magelang menemukan bahwa faktor 
agama dan kesejahteraan sosial merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap perolehan suara semua parpol. Metode yang digunakan 
adalah analisis data sekunder yang dengan pendekatan keruangan. 
Analisis kuantitatif yang digunakan adalah KAG (koefisien asosiasi 
geografi), KS (koefisien spesialisasi) dan LQ, serta uji korelasi. 
b. Penelitian Ernawati (2009) dengan judul Kajian Geografi Politik 
Terhadap Perubahan Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada 
Pemilu 2004 dan 2009 di Kota Yogyakarta menggunakan metode 
analisa data sekunder dan primer dengan pendekatan keruangan. 
Teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif 
hasil dari indepth interview, analisa LQ, analisa korelasi. Faktor yang 
mempengaruhi perubahan suara PKS adalah jumlah penduduk usia 
muda, jumlah masjid, dan jumlah keluarga sejahtera. Faktor internal 
yang mempenggaruhi perubahan suara PKS adalah adanya PWK 
(pos wanita keadilan), semakin banyak faktor tersebut suara PKS 
semakin tinggi, dan semakin sedikit suara PKS semakin sedikit. 
c. Peneliti Dita (2015) dengan judul Kajian Geografi Politik Terhadap 
Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu 2009 dan 
2014 di Kabupaten Pacitan menggunakan analisis data sekunder dan 
primer dengan pendekatan keruangan. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis Koefisien Asosiasi Geografi (KAG), 
Location Quentient (LQ), analisis korelasi untuk analisis data 
kuantitatif, dan indepth interview untuk analisis data kualitatif. Unit 
analisis yang di gunakan adalan Kecamatan. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa terjadi perubahan distribusi perolehan suara 
Partai Demokrat pada pemilu tahun 2014. Faktor-faktor geografi 
yang berpengaruh kuat dalam perolehan suara Partai Demokrat tahun 
2014 adalah jumlah penduduk perempuan. Sedangkan penduduk usia 
muda 17-25 tahun dan penduduk SLTA ke atas mempunyai pengaruh 
yang kuat. Kepadatan penduduk, mata pencaharianprimer, kota, dan 
desa pengaruhnya cukup kuat dan lemah terhadap perolehan suara 
Partai Demokrat tahun 2014. 
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Tabel 1.1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
Nama 
Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 
Ivan Lilis 
Suryono, 
2009 
Kajian Geografi 
Politik Terhadap 
Hasil Pemilihan 
Umum Langsung 
(Pilpres 2004, 
Pilkada 2005, dan 
Pilgub 2008) di 
Kota Magelang 
1. Mengetahui pola keruangan 
perolehan suara hasil pemilihan 
secara langsung 
2. Mengetahui faktor-faktor regional 
terhadap hasil pemilihan langsung di 
Kota Magelang 
3. Mengetahui pergeseran suara 
masyarakat Kota Magelang dalam 
pemilihan secara langsung 
Analisis data sekunder 
dengan pendekatan 
keruangan. Analisis 
yang digunakan adalah 
KAG (koefisien 
asosiasi geografi), KS 
(koefisien spesialisasi) 
dan LQ, serta uji 
korelasi 
Faktor agama dan kesejahteraan 
sosial merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap perolehan 
suara semua parpol. Perolehan 
suara semua partai pada pemilu 
2004 lebih merata dibandingkan 
dengan pemilu 1999 
Ernawati, 
2009 
Kajian Geografi 
Politik Terhadap 
Perubahan 
Perolehan Suara 
Partai Keadilan 
Sejahtera Pada 
Pemilu 2004 dan 
1. Mengetahui perubahan perolehan 
suara PKS di Kota Yogyakarta 
2. Menganalisa faktor- faktor yang 
berhubungan dengan peribahan 
perolehan suara PKS di Kota 
Yogyakarta 
Analisa data sekunder 
dan primer dengan 
pendekatan keruangan, 
dengan teknik analisa 
data adalah analisa 
deskritif kualitatif hasil 
dari indepth interview, 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan suara PKS adalah 
jumlah penduduk usia muda, 
jumlah masjid, dan jumlah keluarga 
sejahtera. Faktor internal dari PKS 
adalah adanya PWK (pos wanita 
keadilan), semakin banyak faktor- 
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2009 di Kota 
Yogyakarta 
analisa LQ, analisa 
korelasi 
faktor tersebut suara PKS semakin 
tinggi, sebaliknya, semakin sedikit 
suara PKS semakin sedikit pula. 
Dita Setya 
Budi, 2015 
Kajian Geografi 
Politik Terhadap 
Perubahan 
Perolehan Suara 
Partai Demokrat 
Pada Pemilu 
2009 dan 2014 di 
Kabupaten 
Pacitan 
1. Mengetahui distribusi perubahan 
sebaran dan perolehan suara Partai 
Demokrat pada pemilu 2014 di 
Kabupaten Pacitan 
2. Mengetahui perubahan kantong 
basis suara Partai Demokrat pada 
pemilu 2014 di Kabupaten Pacitan 
3. Mengetahui hubunganantarafaktor 
geografidenganperolehansuaraPartai 
Demokrat pada pemilu 2014 di 
Kabupaten Pacitan 
Analisis yang 
digunakan adalah 
analisis Koefisien 
Asosiasi Geografi 
(KAG), Local 
Quentient (LQ), 
analisis korelasi untuk 
analisis data kuantitatif, 
dan indepth interview 
untuk analisis data 
kualitatif 
Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terjadi perubahan distribusi 
perolehan suara Partai Demokrat 
pada pemilu tahun 2014. Faktor-
faktor geografi yang berpengaruh 
sangat kuat dalam perolehan suara 
Partai Demokrat tahun 2014 adalah 
jumlah penduduk perempuan. 
Sedangkan penduduk usia muda 
17-25 tahun dan penduduk SLTA 
ke atas mempunyai pengaruh yang 
kuat. Kepadatan penduduk, mata 
pencaharianprimer, kota, dan desa 
pengaruhnya cukup kuat dan lemah 
terhadap perolehan suara Partai 
Demokrat tahun 2014 
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Dwi 
Heryanto, 
2019 
Kajian Geografi 
Politik pada 
Wilayah 
Terdampak 
Program 
Pembangunan 
Jalan Tol Trans-
Jawa di Provinsi 
Jawa Tengah 
1. Mengetahui distribusi perolehan 
suara pilpres 2019 pada wilayah 
terdampak pembangunan Tol Trans 
Jawa di Jawa Tengah. 
2. Mengetahui perubahan kantong basis 
suara pilpres 2019 pada wilayah  
terdampak pembangunan Tol Trans 
Jawa di Jawa Tengah. 
3. Mengetahui hubungan antara 
pembangunan jalan tol dengan 
perekonomian masyarakat pada 
wilayah terdampak pembangunan 
Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. 
Analisis yang 
digunakan adalah 
analisis Koefisien 
Asosiasi Geografi 
(KAG), Local 
Quentient (LQ), dan 
Survei dengan 
kuesioner (indepth 
interview) untuk 
mengetahui kondisi 
sosial dan ekonomi 
masyarakat sebagai 
bahan analisis data 
kualitatif 
Hasil yang diharapkan yakni Peta 
perolehan suara pilpres 2019 pada 
wilayah terdampak pembangunan 
tol trans-jawa di Jawa Tengah, Peta 
Perubahan Perolehan Suara pilpres 
2014 dan 2019 pada wilayah 
terdampak pembangunan tol trans-
jawa di Jawa Tengah, 
Peta Perubahan Basis Perolehan 
Suara Petahana pada pilpres 2014 
dan 2019 di wilayah terdampak 
pembangunan tol trans-jawa di 
Jawa Tengah,  Deskripsi kondisi 
sosial dan perekonomian 
masyarakat di wilayah terdampak 
pembangunan tol trans-jawa di 
Jawa Tengah. 
 Sumber : Studi Pustaka (2019) 
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1.7. Kerangka Pemikiran 
  Perolehan suara pemilihan presiden dapat dipengaruhi oleh 
beberapa hal, dalam penelitian ini dilakukan pada wilayah terdampak 
pembangunan jalan tol trans-jawa di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah 
satu point penting dari program kerja calon presiden petahana semasa 
mejabat jadi presiden periode 2014-2019. Dengan adanya pembangunan 
infrastruktur apakah akan mempengaruhi kondisi sosial serta perekonomian 
masyarakat, yang berdampak pada hasil perolehan suara pemilihan presiden 
2019 di wilayah terdampak pembangunan jalan tol trans-jawa di Provinsi 
Jawa Tengah. Jika dilakukan analisis terhadap perolehan suara pemilihan 
presiden dengan menggunakan dan membandingkan perolehan suara dari 
pilpres tahun 2014 dan pilpres tahun 2019 maka akan didapatkan hasil 
perubahan distribusi ruang suara pemilihan presiden. Diagram alir yang 
berkaitan dengan kerangka pemikiran diatas digambarkan dalam gambar 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 
 
Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 
Calon Presiden Petahana 
Perolehan Suara 
Pemilihan Presiden 2014 
Perolehan Suara 
Pemilihan Presiden 2019 
Perubahan Distribusi  
Ruang Suara Calon 
Presiden Petahana 
 Pembangunan Tol Trans-Jawa 
 Kondisi Sosial dan Perekonomian Masyarakat di Wilayah 
Terdampak Pembangunan Jalan Tol Trnas-Jawa di Provinsi 
Jawa Tengah 
